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Berdasarkan Undang-Undang Nomor l5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan'Iarrggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor l5'fahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan sefia Undang-Undang terkait larnnya, Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) telah melakukan perneriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah I(abupaten Pemalang

l'ahun Anggaran 201B, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran. Lapcran
Petubahan Saido Anggaran Lebih. Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahair
Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Pernalang dengan memperhatikan kesesuaian laporarr
kettangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhau
terhadap peraturau perundang-undangan dan efektivitas sistenr pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas l-aporan Keuangan Penrerintah Kabupaten Pemalarg
TA 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1 Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP)" atas l-aporan l(euangan Penrerintah Kabupaten Peuralang
Tahun Anggaran 2018,

2. Sistcnr Pengcndalian [ntern

BPK menetnul<an adanya kelemahan sistenr pengendalian intern dalarn penyrrsunan
laporau keuangan. arrrara lain:
ii. Penclataan dan pengelolaan Pa.iak BLrnri dan Bangunan belum menradai sebesar Rp9i,77

juta; dan

b. Penatausahaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dana BOS belum memadai
sebesar Rp320.04 juta.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK rnerekomendasikan Bupati Pemalang agar
memerintahkan kepada:

a. Memerintahkan l(epala tsapenda rnenarik kekurangan penerimaan daerah dali para
kolektor PBB P2 di Desa Randudogkal sebesar minimal Rp97,77 dan nrenyetorkan ke
kas daerah.



b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebuclayaan menginstruksikan Kepala Sekolah untuk

mencatat saldo bank di rekening LIOS dan saldo kas tunai sesuai kondisi sebenarnya

untuk kemudian dilakukan rekor:srlinsi data derrgan Dindikbud dan BPKAD.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Pcraturan I'erundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

a. Pencairan jaminan dan pencantuman daftar hitam atas jasa paket pekerjaan yang

diputus kontrak TA 201 8 belum terlaksana sebesar Rp1,24 miliar;

b. Pengelolaan rusunawa pada Dinas Perumalran dan Kawasan Permukiman belum tertib

dan penggunaan langsung sebesar Rp28,2l jLrta.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati

Pemalang agar rnemerintalrkan kepada:

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memasukkan kontraktor pelaksana

pembangunan kantor Kecamatan Terpadu Bodeh PT NAPP dan pembangunan

Jembatan Purana PT MPS serta Peningkatan Jalan Cikadu-Bongas PT PRM kedalam

daftar hitam dan rnencairkan jarninan pelaksanaan masing-masing sebesar Rp2ll juta,

Rp575 juta dan RP450 juta.

b. Kepala Dinas Perurnahan dan Kawasan Permukiman mempertanggungiawakan bukti

penerimaan sewa rusurl dan bukti setor ke kasda Tahun 2019 sebesar Rp19,74 juta serta

melakukan penagihan turrggakan sewa Rusunawa sebesar Rp158,22 juta.

Ultuk jelasnya karni lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 46AILHPIBPK/XVIII.SMGl0512019.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nonror

46BILHPIBPK/XVIII.SMC|OS12019, darr Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap

Peraturan Perundang-unclangan Nomor 46CILHPIBPK/XVII.SMG/05/201 9 masing-masing

bertanggal 2l Mei 2019.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau

penjelasan kepada BPK tentang tindak laniut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-

lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasanranya, diucapkan terima kasih.
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